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PENDAHULUAN

ABSTRACT

Land and Building Tax is the highest revenue- generating tax among
others in Bekasi City during this pandemic period, as it is controlled
and utilized by taxpayers in Bekasi City. Meanwhile, during the
pandemic, there was a pensioner tax relief for Civil Servant Retirees
and a tax reduction of 20% 50% for taxpayers, as per the extent of
the relief. Therefore, during the pandemic, the target set by the
Local Revenue Agency was only achieved up to 90%. The purpose of
this research is to understand the potential of Land and Building
Tax in Bekasi City during the pandemic period from 2020 to 2022,
and to identify the efforts made to overcome obstacles in the process
of collecting Land and Building Tax, as well as the supporting
factors for the collection of Land and Building Tax in Bekasi City.
This interview was conducted with 4 informants, namely the
BAPENDA Regulator, an Academic, and Taxpayers. The data
analysis method used in this research is descriptive, where data was
collected through interviews, observations, and documentation
methods. The results of this research outline the potential of Land
and Building Tax in Bekasi City during the pandemic period from
2020 to 2022.

Pemerintahan di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai
kegiatan pemerintahnya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia. Penerimaan negara dalam

bentuk pajak tertuang dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara dari pajak ini hampir

dipastikan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada. Demikian
juga halnya dengan daerah, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu

diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial)
guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. Pendapatan Asli
Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber
penerimaan terbesar di Kota Bekasi di peroleh dari pajak. Hal ini dapat di ketahui dari data struktur
APBD kota bekasi tahun 2020 — 2022.

Tabel 1. APBD Kota Bekasi Tahun 2020 — 2022
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Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Dari faktor tersebut sedikitnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya sebagai wajib
pajak untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu
ketika pada masa pandemi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi belum maksimal.
Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi.
diketahui bahwa belum tercapainya target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi tahun
anggaran 2020 — 2022 :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota BekasiTahun 2020 — 2022

NO TAHUN |TARGET REALISASI (Rp) TELUM TERALISASI (Rp) %

1 2020 Rp 1.585.937.678.852 |Rp 1.567.562.367.133 |Rp 28.375.311.719,00 98,21%
2 2021 Rp 1.841.686.983.386 |Rp 1.715.963.810.423 |[Rp 125.723.172.963,00 93,17%
3 2022 Rp 2.196.858.077.066 |Rp 2.014.837.120.759 |[Rp  182.020.956.307,00 91,71%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas dapat di ketahui bahwa persentase realisasi penerimanan pajak
bumi dan bangunan (PBB) di kota bekasi terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan
(PBB) di kota bekasi pada tahun pada tahun 2020 sebesar 98,21%, Pada tahun 2021 sebesar
93,17%, dan pada tahun 2022 sebesar 91,71%. Maka dapat dilihat bahwa data laporan realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi pada tahun 2020 — 2022 tidak
mencapai target. Di tahun 2021 realisasi PBB belum mencapai target yang telah ditetapkan sebab
masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, seperti yang di kutip dari (metro.sindonews.com),
bahwa Wali Kota mengeluarkan ketetapan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor
973.7/Kep.271- Bapenda/V/2021 mengeluarkan kebijakan kompensasi pembayaran PBB-P2
berupa pengurangan ketetapan PBB dan pengahapusan administrasi pembayaran. Kebijakan
tersebut bertujuan agar masyarakat Kota Bekasi tetap patuh membayar pajak dan untuk menangani
Covid-19 di Kota Bekasi. Sedangkan kontribusi merupakan sumbangan PBB terhadap PAD. Yang
di pergunnakan agar mengetahui sampai mana pajak daerah memberikan iuran atau sumbangan
kepada penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Maka untuk
mengetahui seberapa berkontribusinya pajak daerah tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penetapan target dan realisasi penerimaan pajak
bumi dan bangunan di kota bekasi terus meningkat, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak
permnah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Fenomena yang penulis
dapat dari pra wawancara penelitian dengan calon informan adalah masih belum tercapainya
realisasi pada target yang sudah di tetapkan pemerintah setiap tahunnya. Sebagai kota yang sudah
lama berdiri pada tanggal 20 April 1982 kota bekasi merupakan kota yang berkembang dengan luas
210,5 km2 seharusnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi mampu mencapai
target yang di tetapkan. Dari table 1.2 kita dapat simpulkan masih banyaknya wajib pajak yang
tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemerintah melakukan berbagai cara
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untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satunya setiap
pengurusan surat apapun di minta untuk di perlihatkan SPPT PBB apakah sudah lunas atau belum.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Dasar Pajak : Menurut Mardiasmo (2016:3) Pengertian Pajak adalah : “Pajak
merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara
yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya
balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan
umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.

Pajak Bumi dan Bangunan : adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya
pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan.
Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar
PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang
(UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985
terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ketentuan- ketentuan
perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang
yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan
dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, pengusaan
dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif

dengan kekhususan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah
pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan
bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto,
video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Pada Masa Pandemi Tahun
2020 — 2022.

Tabel 3. Data Realisasi Jumlah Wajib Pajak Terhutang

JUMLAH WP YANG

NO| TAHUN | SPPT | KETETAPAN SPPT | STTS JUMLAH STTS TIDAK BAYAR SISA %

1 | 2020 |40.814| Rp 382.394663.242 |29.152| Rp 278.470.622.816 11.662 Rp 103.924.040.426 | 72,.82%
2 | 2021 |40422| Rp 372.439.390.126 |30.189| Rp 248.999.151.139 10.233 Rp 123.440.238.987 | 66,86%
3 | 2022 |39.791| Rp 372.739.177.280 |29.785| Rp 262.163.242.911 10.006 Rp 110.575.934.369 | 70,33%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terdaftar di
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) semakin menurun setiap tahunnya tetapi Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tetap tidak mecapai target. Di tahun 2020 Surat Pemberitahuan Pajak
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Terhutang (SPPT) sejumlah 40.814 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 29.152
persentase hanya mencapai 71,43%. Pada Tahun 2021 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) sejumlah 40.422 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 30.189 persentase hanya
mencapai 74,68%. Dan pada Tahun 2022 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejumlah
39.791 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 29.785 persentase hanya mencapai
74,85%. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menurun setiap tahunnya tetapi persentase
yang melaporkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) meningkat setiap tahun, dapat di simpulkan

bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya meningkat.

Tabel 4. Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 — 2022

NO |PAJAK DAERAH

TAHUN

2020

2021

2022

PAJAK HOTEL

Rp 24405.729.519

Rp 17.816.230.609

Rp 35.785.661.263

PAJAK RESTORAN

Rp 227.552.495.152

Rp 268.410.623.997

Rp 362.398.442.259

PAJAK HIBURAN

Rp 24.313.137.842

Rp 14.826.539.910

Rp 44.073.469.267

PAJAK REKLAME

Rp 30.095.313.090

Rp 60.049.355.092

Rp 73.363.634.362

PAJAK PENERANGAN JALAN Rp 347.563.195.535 |Rp 326.389.815.931 |Rp 378.656.303.172
PAJAK PARKIR Rp 28.492.888.175 |Rp 27.165.924.689 |Rp 37.208.606.544
PAJAK AIR BAWAH TANAH Rp 3.817.326.575 |Rp 5.256.373.057 |Rp 4.613.961.190

Ofo[N[o[al[s[w[N]—

PAJAK BUMIDAN BANGUNAN (PBB)

Rp 405.674.111.195

Rp 448.920.284.130

Rp 464.614.298.115

PAJAK BBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Rp 388.675.659.576

Rp 434.543.937.328

Rp 420.495.536.652

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di era Pandemi Covid — 19
setiap tahunnya masih mengalami peningkatan. Di tahun 2020 penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan mencapai Rp 405.674.111.195. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan Rp
43.246.172.935 dan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp
448.920.284.130. Dan pada tahun 2022 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali mengalami
peningkatan Rp 15.694.013.985 dan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
mencapai Rp 464.614.298.115. Dapat di simpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah
pendapatan terbesar Pajak di Kota Bekasi, di karenakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
meningkat setiap tahunnya. Pada pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan
menganalisis hasil dari penelitian yang berhubungan dengan Potensi Pajak Bumi dam Bangunan
Kota Bekasi pada masa Pandemi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam
penelitian ini, pengukuran penulis menggunakan Teori Davey (Amelia Yumna & Irawati, 2022)
yang terdiri dari 6 Indikator yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas
a. Kondisi penerimaan pajak di Kota Bekasi ketika masa pandemi.
Di karenakan Kota Bekasi terdampak Covid — 19, maka dari itu pendapatan yang di
hasilkan oleh warga Kota Bekasi terganggu dengan adanya Virus Covid — 19 ini. Pajak —

pajak yang ada di Kota Bekasi-pun mengalami penurunan. Bisa di lihat dari Tabel 1.2

bahwa Realisasi Tahun 2020 — 2022 yang tercapai hanya 90% dari target di karenakan

terdampaknya Covid — 19. Dari Tabel 1.2 kita bisa lihat bahwa Realisasi yang di dapat
dari Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat, tetapi jumlah yang belum
terealisasi setiap tahun meningkat juga. Artinya semakin banyak masyarakat Kota Bekasi
yang tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan miliknya.

b. Kesesuaian Target Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi Pajak di Kota Bekasi
ketika pandemi.

Sudah sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Tahun 2020 — 2022. Di

karenakan sedang Pandemi Virus Covid — 19 pendapatan msayrakat tidak maksimal, jadi
Terget tidak sebanyak yang tahun — tahun sebelumnya.
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c. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi selama pandemi
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hanya samapi 90% dari target
yang telah di tetapkan dari tahun 2020 — 2022.

“Realisasi Tahun 2020 — 2022 yang tercapai hanya 90% dari target di karenakan
terdampaknya Covid — 19. Realisasi yang di dapat dari Pajak Bumi dan Bangunan setiap
tahun meningkat, tetapi jumlah yang belum terealisasi setiap tahun meningkat juga.”
(Iwan Tubagus Hartawan, S.E, Pengelola Data dan Potensi Pajak Badan Pendapatan
Daerah, 31 Juli 2023)

Kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk meningkatkan penerimaan agar
dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya
berkembang dengan sendirinya. Artinya semakin banyak masyarakat Kota Bekasi yang
tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan miliknya maka penerimaan pajak juga
ikut menurun. Target yang di berikan pemerintah pada Pajak Bumi dan Bangunan sudah
sangat seusai di masa Pandemi Covid — 19 tetapi realisasi masih belum mencapai target
dari pemerintah.

2) Keadilan

a. Pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi selama Pandemi

Sama seperti tahun sebelum Covid — 19 ini melanda, tarif Pajak Bumi dan Bangunan
tidak ada kenaikan. Tetapi ada pengurangan bagi Wajib Pajak yang membayar bulan Mei
2020 sebanyak 15%, Bulan Juni 2020 sebanyak 10%, Bulan Juli dan Agustus 2020
sebanyak 5%.

b. Tarif progresif yang di berikan BAPENDA kepada Nilai Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan Tarif yang di kenakan Pajak Bumi dan Bangunan :

a) Jumlah Nilai Objek Pajak 0 — 500jt (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan Bangunan

0,01%

b) Jumlah Nilai Objek Pajak 500jt — 1M (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan

Bangunan 0,15%
¢) Jumlah Nilai Objek Pajak > 1M (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan Bangunan

0,25%

2. Hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam
meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas yaitu kendala atau
hambatan yang di hadapi oleh BAPENDA adalah menunda pembayaran, Wajib Pajak tidak di
temukan keberadaan lokasinya, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Ekonomi yang menurun sehingga Penerimaa Pajak
Bumi dan Bangunan tidak maksimal

3. Upaya yang apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatran Pajak Bumi dan Daerah Kota
Bekasi dalam meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas yaitu upaya yang di lakukan
BAPENDA Melakukan Proaktif penagihan di masing — masing kelurahan, Melakukan
sosialisasi wajib setiap bulan ke tempat masyarakat di balai RW, Memberikan prasarana dan
sarana fasilitas untuk, membayar Pajak Bumi dan Bangunan di berbagai Merchant
Pembayaran.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelum, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai dalam
upayaoptimalisasi pembayaran pendahuluan di KPP Pratama Cibitung adalah sebagai berikut:

1.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang paling tinggi penghasilannya dari pajak yang lain
di Kota Bekasi selama masa pandemi ini, karena dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak di
Kota Bekasi. Sedangkan pada masa pandemi ini ada pemutihan untuk Pensiun Pegawai Negri
Sipil dan keringanan bagi Wajib Pajak sebesar 20% - 50% sesuai dengan keringanannya. Maka
dari itu ketika pandemi Target yang sudah di tetapkan Badan Pendapatan Daerah realisasinya
tidak mecapai. Untuk sarana dan prasarana yang di berikan sudah memadai serta sikap petugas
pajak dan pemerintah dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan cukup 91 proaktif, Wajib
Pajak juga sudah mudah untuk mengakses SPPT online dan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan secara online juga. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu pendapatan
pemerintah Kota Bekasi, semakain taat Wajib pajak membayarkan Pajak maka semakin banyak
juga masyarkat yang akan menikmati fasilitas — fasilitas yang di berikan oleh pemerintah di
Kota Bekasi.

Kendala yang muncul dalam proses Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi ini
dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang sering menunda untuk membayarkan Pajaknya
sehingga ada sanksi yang di berikan pemerintah sejumlah 2% dari Nilai Objek Pajak mereka,
ketika sanksi itu terus membengkak Wajib Pajak semakin malas untuk membayar di karenakan
Pajak Bumi dan Bangunannya sangat tinggi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, padahal manfaat Pajak Bumi dan
Bangunan bagi masyarkat itu sangat besar di karenakan banyaknya fasilitas dari pemerintah
yang bisa kita pakai dari membayar pajak. Seperti Sekolah Negri, Puskesmas, Stadion, dan
beberapa kendaraan umum seperti Kereta, Bus Transjakarta dan masih banyak lagi.

Upaya pemerintah terhadap penagihan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan sudah sangat maksimal seringnya melakukan proaktif penagihan ke masing — masing
kelurahan, sosialisasi ke berbagai RW untuk pentingnya membayar Pajak, dan memberikan
prasarana dan sarana seperti membayar pajak melalui berbagai macam Merchant Pembayaran
Pajak BJB, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Masago, PT.Pos, Gopay/Go Tagihan,
Traveloka, OVO, Blibli, Alfamidi dan Link Aja.
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